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 Artikel ini mengkaji secara eksploratif dan kritis 
antinomi antara perlindungan kebebasan berserikat 
dalam negara demokratis dan penerapan positivisme 
hukum negara melalui mekanisme pembatasan serta 
pembubaran organisasi kemasyarakatan berdalih anti-
radikalisme. Permasalahan utama bersumber pada 
kecenderungan legal-positivistik yang memperlakukan 
kategori "radikal", "ancaman", dan "ketertiban umum" 
sebagai tolok ukur yuridis formal yang kaku, tanpa 
melalui proses peradilan yang adil (due process of law). 
Menggunakan kerangka kajian kepustakaan sosio-legal 
dengan pisau analisis Sosiologi Pengetahuan Karl 
Mannheim dan teori Responsive Law, penelitian ini 
membongkar bagaimana hukum diproduksi oleh rezim 
kekuasaan untuk memonopoli kebenaran dan 
menyingkirkan subjek hukum yang berbeda wacana 
ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi 
pembubaran ormas melalui asas contrarius actus dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menciptakan 
dominasi pengetahuan yuridis-administratif yang 
mengerosi kebebasan sipil dan pluralisme demokratis. 
Rekonstruksi hukum yang berorientasi pada keadilan 
substantif dan mekanisme pengawasan yudisial yang 
independen menjadi urgensi mendesak guna 
mengembalikan hukum sebagai instrumen responsif 
yang melindungi martabat manusia dan demokrasi.. 
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LATAR BELAKANG 
Pembaruan hukum modern masih kerap dibangun di atas paradigma 

positivisme hukum yang memandang hukum sebagai tatanan norma tertulis 
yang otonom, tertutup, dan terutama berorientasi pada kepastian formal 
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(Cahyani, 2021; Sulaiman, 2025). Dalam kerangka ini, hukum cenderung 
dipisahkan dari dimensi sosiologis, politik, historis, dan etis, sehingga 
penerapan hukum mudah bergeser menjadi sekadar pengelolaan prosedur, 
bukan pencarian keadilan substantif (Cahyani, 2021; Morrill, 2021; Sulaiman, 
2025). Kritik sosio-legal menunjukkan bahwa kesenjangan antara law in books 
dan law in action justru menjadi persoalan struktural ketika hukum positif tidak 
lagi peka terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat (Busthomy, 2026). Dari 
sudut sociological jurisprudence, hukum yang baik bukan hanya hukum yang 
tertulis rapi, melainkan hukum yang selaras dengan living law dan pengalaman 
sosial yang nyata (Cahyani, 2021). Karena itu, dominasi positivisme sering 
dinilai menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan 
nurani sosial, sebab prosedur yang dibangun hukum sendiri dapat 
menghasilkan keadilan yang hanya formal-prosedural (Sulaiman, 2025). Kritik 
yang sama menegaskan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral, karena 
bekerjanya hukum selalu dipengaruhi kekuatan sosial lain, termasuk relasi 
kuasa, kepentingan politik, dan struktur kelembagaan (Sulaiman, 2025; Galán, 
2023). 

Dalam konteks Indonesia, problem epistemologis tersebut tampak jelas 
ketika negara berhadapan dengan isu radikalisme, ketertiban umum, dan 
keamanan nasional dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan (Laksito, 
2025; Nugraha, 2024). Di satu sisi, kebebasan berserikat merupakan hak 
fundamental dan salah satu pilar demokrasi, sekaligus fondasi bagi keberadaan 
civil society yang kuat (Laksito, 2025; Disantara, 2021). Di sisi lain, negara juga 
menempatkan pembatasan terhadap organisasi sebagai instrumen menjaga 
ideologi negara, stabilitas keamanan, dan ketertiban sosial (Laksito, 2025; 
Marfiando, 2020). Ketegangan antara dua kutub itu mengeras setelah 
perubahan rezim hukum ormas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2017, yang memberi pemerintah kewenangan lebih besar untuk membatasi 
atau membubarkan organisasi tanpa terlebih dahulu menempuh proses 
peradilan yang utuh (Laksito, 2025; Disantara, 2021). Sejumlah kajian menilai 
perubahan ini memicu problem serius terhadap prinsip due process of law, 
karena mekanisme pengawasan yudisial yang sebelumnya menjadi pagar 
pembatas tindakan pemerintah justru dikurangi atau diabaikan (Laksito, 2025; 
Disantara, 2021). Kritik serupa muncul dalam kasus pembubaran organisasi 
tertentu seperti Front Pembela Islam (FPI), yang dipandang menunjukkan 
penguatan logika administratif-eksekutif di atas prinsip negara hukum dan 
perlindungan hak asasi, terutama kebebasan berserikat (Disantara, 2021). 

Pada titik inilah istilah seperti “radikal”, “ancaman”, dan “bertentangan 
dengan Pancasila” tidak dapat dipahami sebagai label yang netral dan 
sepenuhnya objektif, melainkan sebagai kategori normatif yang bekerja melalui 
bahasa hukum dan praktik kekuasaan (Mannheim, 2015). Mannheim 
menekankan bahwa dunia sosial yang sama dapat tampak berbeda bagi 
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pengamat yang berbeda, dan bahwa analisis sosial sering dipakai sekaligus 
sebagai instrumen pengetahuan dan senjata dalam perjuangan ideologis 
(Mannheim, 2015). Dengan demikian, penamaan suatu organisasi sebagai 
“radikal” bukan sekadar deskripsi faktual, tetapi juga dapat menjadi hasil dari 
proses production of knowledge yang terikat pada posisi sosial-politik negara 
dan cara negara mendefinisikan ancaman (Himma, 2004). Kajian tentang 
organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan FPI menunjukkan bahwa 
argumen negara umumnya dibangun di sekitar klaim ancaman terhadap 
stabilitas negara, keamanan, demokrasi, ideologi Pancasila, dan integritas 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Marfiando, 2020; Maksum, 2023). 
Namun, studi-studi yang sama juga menunjukkan bahwa pembubaran 
organisasi tidak otomatis menghapus identitas, jaringan, maupun reproduksi 
gagasan, karena eks-anggota dapat beradaptasi, bertransformasi, dan muncul 
kembali dalam forum atau nama baru (Maksum, 2023; Nugraha, 2024). 
Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pendekatan legal-formal 
yang menitikberatkan pada pencabutan status badan atau pelarangan 
administratif belum tentu menyelesaikan akar persoalan sosial yang hendak 
diatasi (Busthomy, 2026; Sulaiman, 2025; Maksum, 2023). 

Secara sosiologis, persoalan utamanya bukan hanya apakah negara 
berwenang membatasi organisasi, melainkan bagaimana negara 
mengonstruksi pengetahuan hukum yang membuat pembatasan itu tampak 
sah, rasional, dan perlu (Galán, 2023; Morrill, 2021; Nugraha, 2024). Di sini 
terdapat celah kajian, karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas 
pembubaran ormas dari perspektif politik hukum, konstitusionalisme, atau 
keamanan nasional, sedangkan analisis mengenai produksi kategori ancaman 
sebagai konstruksi sosial-yuridis masih lebih terbatas (Laksito, 2025; Maksum, 
2023). Bahkan, kajian mutakhir tentang pascapembubaran organisasi 
menegaskan bahwa perhatian ilmiah selama ini banyak diarahkan pada 
rasionalitas negara untuk membubarkan organisasi, bukan pada bagaimana 
aktor sosial memaknai, merespons, dan menegosiasikan identitas setelah 
pelabelan serta pelarangan itu terjadi (Maksum, 2023). Berdasarkan celah 
tersebut, artikel ini menempatkan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim 
sebagai pisau analisis untuk membaca radikalisme dan ancaman bukan sebagai 
fakta objektif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kategori sosial-yuridis yang 
dibentuk dalam pergulatan antara norma, ideologi, dan kekuasaan (Mannheim, 
2015; Mannheim, 1941). Pendekatan ini relevan karena membantu 
menjelaskan bagaimana bahasa hukum positif dapat mengkristalkan penilaian 
politik tertentu menjadi norma yang operasional secara administratif (Galán, 
2023). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menguji legalitas pembatasan 
organisasi, tetapi juga membongkar syarat-syarat epistemologis yang 
memungkinkan negara mendefinisikan sebagian asosiasi sebagai ancaman 
terhadap ketertiban dan demokrasi itu sendiri (Morrill, 2021; Galán, 2023). 

https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform


REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya 
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 22-31  
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355 
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform  

 25 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dalam kerangka socio-

legal research, dengan memadukan telaah hukum normatif terhadap peraturan 
dan putusan serta pembacaan sosial-kritis atas konteks, diskursus, dan relasi 
kuasa yang membentuk bekerjanya hukum (Noor, 2023; Morrill, 2021). 
Pendekatan ini dipilih karena studi tentang pembatasan organisasi tidak cukup 
dijelaskan melalui dogmatika hukum formal yang memisahkan aturan dari 
sosialitasnya (Sulaiman, 2025; Galán, 2023), melainkan melacak jarak antara 
law in books dan law in action serta kaitannya dengan ketimpangan sosial dan 
kelembagaan (Morrill, 2021; Busthomy, 2026). Melalui kombinasi pendekatan 
konseptual, kritis, dan perbandingan regulasi, penelitian menelaah gagasan 
positivisme, sosiologi pengetahuan, dan hukum responsif (Sulaiman, 2025; 
Pahlevi, 2025; Disantara, 2021), membongkar reproduksi dominasi lewat 
struktur legal (Noor, 2023; Kiss, 2026), serta membaca pergeseran instrumen 
hukum ormas dan penanggulangan ancaman (Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025) 
tanpa berhenti pada hukum sebagai teks semata, melainkan menempatkannya 
secara inklusif dalam konteks sosial dan inovasi metodologis (Noor, 2023; 
Blackham, 2022).  

Seluruh data penelitian merupakan data sekunder dari studi 
kepustakaan dan bukan penelitian lapangan (Budianto, 2020; Sulaiman, 2025; 
Pahlevi, 2025), yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait perdebatan due process dan kewenangan negara (Disantara, 
2021), yang didukung bahan sekunder berupa literatur sosiologi hukum, jurnal, 
serta karya teoritik Karl Mannheim dan Nonet-Selznick untuk meneliti 
konstruksi kategori radikal serta orientasi hukum (Disantara, 2021; Noor, 2023; 
Cheng, 2025; Nonet, 2017; Djauzie, 2025). Pengumpulan data ditempuh 
melalui studi dokumen dan penelusuran literatur kritis yang memperlakukan 
teks hukum sebagai situs wacana bahasa, relasi kuasa, dan kontestasi sosial 
(Disantara, 2021; Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025; Ekpang, 2024; Cheng, 2025; 
Blackham, 2022; Noor, 2023). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-
kritis melalui tiga tahap meliputi pengodean tematis tema-tema utama 
(Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025; Cheng, 2025), dekonstruksi wacana normatif 
untuk membaca pembingkaian dan justifikasi kekuasaan (Ekpang, 2024; 
Galán, 2023), serta pembacaan teoretis menggunakan kerangka Sosiologi 
Pengetahuan Mannheim dan Responsive Law guna menguji produksi kategori 
ancaman dan orientasi represif maupun substantif hukum (Nonet, 2017; 
Syifaurrohmah, 2025; Noor, 2023; Teubner, 2021; Djauzie, 2025), sehingga 
metodologi ini mampu menghasilkan sintesis kritis yang menempatkan hukum 
sebagai praktik sosial yang bekerja melalui norma, institusi, bahasa, dan 
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kekuasaan (Galán, 2023; Djauzie, 2025; Disantara, 2021; Pahlevi, 2025; 
Busthomy, 2026). 
 
PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI 

Secara normatif, kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional 
dan hak asasi yang menjadi dasar keberadaan organisasi kemasyarakatan 
dalam negara demokratis (Laksito, 2025; Disantara, 2021; Hasri et al., 2024). 
Dalam praktik regulasi Indonesia, titik balik utama terjadi ketika Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengubah kerangka hukum 
ormas dari rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (Laksito, 2025; 
Disantara, 2021; Ubaidillah, 2025). Perubahan paling menentukan adalah 
pengalihan mekanisme pembubaran dari jalur pengadilan menuju pencabutan 
administratif oleh eksekutif melalui asas contrarius actus (Laksito, 2025; Firosa, 
2019; Rosyadi, 2022). Akibatnya, pencabutan status badan hukum ormas tidak 
lagi mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 
melainkan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah sebagai badan eksekutif 
(Firosa, 2019; Munir, 2022; Rosyadi, 2022). Perubahan ini diperdebatkan 
karena dinilai menggeser titik keseimbangan dari due process of law ke 
efisiensi tindakan administratif atas nama keamanan dan ketertiban (Laksito, 
2025; Firosa, 2019; Ubaidillah, 2025). Sejumlah kajian menyatakan bahwa 
pembubaran ormas oleh eksekutif tanpa forum pengadilan independen tidak 
selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi 
(Firosa, 2019; Rosyadi, 2022; Disantara, 2021). Perdebatan ini juga 
menunjukkan adanya tarik-menarik nyata antara national security dan civil 
liberties dalam kebijakan hukum ormas di Indonesia (Laksito, 2025; Ubaidillah, 
2025). 

Pergeseran normatif tersebut dapat dilihat secara komparatif antara 
rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2017 yang membawa implikasi luas terhadap tata kelola hukum. Terkait 
mekanisme pembubaran, jika regulasi lama menempuh proses peradilan, 
regulasi baru menerapkan pencabutan eksekutif langsung sehingga due 
process melemah (Firosa, 2019). Dari segi dasar penindakan, pelanggaran dan 
pembuktian yudisial digantikan oleh tafsir administratif atas ancaman ideologi, 
yang membuat ruang subjektivitas membesar (Laksito, 2025). Posisi negara 
yang mulanya menjadi salah satu pihak yang mengajukan perkara kini berubah 
menjadi penafsir sekaligus eksekutor, sehingga kontrol kekuasaan menipis 
(Hasri et al., 2024). Dari sisi rasionalitas hukum, perlindungan hak dan 
pembelaan yang sebelumnya diutamakan bergeser pada efektivitas dan 
ketertiban, yang pada gilirannya membuat ketegangan antara hak asasi 
manusia dan keamanan semakin menguat (Laksito, 2025). 
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Masalah pertama dari rezim baru ini adalah ketidakjelasan batas 
konseptual mengenai ajaran atau paham yang dianggap bertentangan dengan 
Pancasila (Hasri et al., 2024; Munir, 2022). Secara tekstual, Pasal 59 ayat (4) 
pada satu sisi memberi batas tertentu dengan menyebut ateisme dan 
komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi perkembangan penegakan hukum 
memperluas sasaran pada organisasi yang dipandang hendak mengubah dasar 
ideologi Pancasila (Hasri et al., 2024; Munir, 2022). Perluasan ini membuat 
kategori “radikal” bekerja bukan terutama sebagai konsep kriminologis yang 
terukur, melainkan sebagai kategori normatif-administratif yang elastis (Hasri 
et al., 2024; Laksito, 2025; Ubaidillah, 2025). Masalah kedua adalah monopoli 
tafsir ideologis oleh negara, karena pemerintah bukan hanya menentukan 
standar kepatuhan ideologis, tetapi juga menjalankan pencabutan legalitas 
organisasi yang dinilai melanggarnya (Hasri et al., 2024). Sejumlah studi 
bahkan memperingatkan bahwa pemusatan kewenangan seperti ini 
mendorong kecenderungan otoritarian dan melahirkan hukum yang represif 
bila peran lembaga lain dinegasikan (Firosa, 2019; Hasri et al., 2024; Sibawaih, 
2025). Di sisi lain, terdapat argumen tandingan bahwa pembatasan semacam 
itu dipandang sah sejauh ditujukan untuk menjaga kedaulatan, ketertiban 
umum, dan mencegah perubahan ideologi negara (Munir, 2022; Ubaidillah, 
2025). 

Dalam konstruksi hukum Indonesia, hak berserikat diakui namun bukan 
merupakan hak absolut (Munir, 2022). Oleh karena itu, pembatasan yang sah 
tetap mensyaratkan adanya batas yang jelas serta mekanisme yang tidak 
sewenang-wenang (Laksito, 2025; Munir, 2022). Dengan demikian, 
persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya pembatasan, melainkan 
pada siapa yang menafsirkan dan melalui prosedur apa pembatasan tersebut 
dijalankan (Munir, 2022; Firosa, 2019; Laksito, 2025). 

Dalam perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, pengetahuan 
sosial tidak lahir dalam ruang netral, melainkan terkait dengan posisi sosial, 
ideologi, dan konteks historis para pelakunya (Mannheim, 1998; Mannheim, 
2013). Karena itu, kategori hukum seperti “radikal,” “ancaman,” atau 
“bertentangan dengan Pancasila” dapat dibaca sebagai hasil produksi 
pengetahuan negara, bukan sekadar cermin objektif dari realitas sosial 
(Mannheim, 1998; Mannheim, 2013). Ketika negara mengubah penilaian 
ideologis menjadi norma positif yang operasional, hukum bekerja sekaligus 
sebagai teknik klasifikasi, legitimasi, dan eksklusi (Nonet & Selznick, 2017; 
Dermawan, 2024). Pembacaan ini menjelaskan bahwa pelabelan ormas 
sebagai ancaman tidak netral secara epistemik, karena ia dibentuk dalam relasi 
kebebasan, kekuasaan, dan perencanaan demokratis yang menjadi tema 
sentral pemikiran Mannheim (Mannheim, 1998). Namun, kritik Mannheim atas 
praktik pembongkaran makna (unmasking) juga penting sebagai peringatan 
agar analisis tidak jatuh pada pembongkaran retoris semata yang justru 
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menutup dialog normatif (Mannheim, 2013). Dengan demikian, problem 
utamanya bukan hanya bahwa negara memproduksi kategori ancaman, tetapi 
bahwa produksi itu menjadi berbahaya ketika langsung diterjemahkan menjadi 
sanksi administratif final tanpa forum intersubjektif untuk menguji 
kebenarannya (Rosyadi, 2022; Disantara, 2021; Munir, 2022). 

Dalam tipologi Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum dapat bergerak 
dari hukum represif (repressive law), ke hukum otonom (autonomous law), 
hingga hukum responsif (responsive law) (Nonet & Selznick, 2017; Asa, 2021; 
Dermawan, 2024). Hukum represif cenderung menempatkan hukum sebagai 
instrumen kekuasaan, sedangkan hukum responsif menuntut reintegrasi 
dimensi legal, politik, dan sosial untuk mewujudkan cita pemerintahan yang 
beralasan (Nonet & Selznick, 2017). Literatur lanjutan juga menegaskan bahwa 
hukum responsif harus adaptif, partisipatif, dan akomodatif terhadap 
perubahan sosial, bukan sekadar patuh pada formalitas prosedural (Asa, 2021; 
Sibawaih, 2025; Pahlevi, 2025). Dari sudut pandang ini, pembubaran ormas 
berbasis keputusan administratif sepihak lebih dekat pada logika represif atau 
paling jauh bersifat otonom-formalistik, karena legalitas dipenuhi tetapi 
partisipasi, pembelaan, dan koreksi publik dibatasi (Sibawaih, 2025; Disantara, 
2021). Putusan dan perkembangan hukum Indonesia di ranah lain juga 
menunjukkan bahwa standar partisipasi yang bermakna (meaningful 
participation) semakin dipandang penting untuk menilai legitimasi proses 
pembentukan dan penerapan hukum (Febriana, 2025). Oleh karena itu, novelty 
artikel ini terletak pada penegasan bahwa radikalisme harus dibaca sebagai 
kategori pengetahuan hukum yang kontinjensial, sehingga pembatasan hak 
berserikat hanya demokratis bila diuji melalui proses peradilan yang terbuka, 
independen, dan berbasis pembuktian yang terukur, bukan semata prasangka 
administratif eksekutif (Rosyadi, 2022; Firosa, 2019; Munir, 2022). 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa antinomi 
antara demokrasi dan positivisme negara muncul ketika kategori ancaman 
diproduksi secara legal-formal tetapi diuji secara lemah. Dalam tema yang 
diangkat, masalah pokoknya bukan hanya pembatasan ormas, melainkan batas 
epistemik dan demokratis dari kewenangan negara untuk menamai, menilai, 
dan membubarkan organisasi kemasyarakatan. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 
bahwa kategori “radikal” dan “ancaman” dalam hukum positif Indonesia 
bukanlah fakta objektif yang berdiri sendiri, melainkan produk wacana yuridis 
yang dibentuk melalui relasi kuasa dan dominasi politik negara untuk 
mengukuhkan kontrol administratif atas ruang sipil. Pengalihan mekanisme 
pembubaran ormas melalui asas contrarius actus berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 telah menggeser prinsip due process of law menuju 
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kewenangan eksekutif sepihak, sehingga mencederai prinsip negara hukum 
dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, berdasarkan perspektif 
Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dan Responsive Law, positivisme hukum 
yang kaku gagal menghadirkan keadilan substantif karena mengabaikan 
partisipasi sosial dan ruang dialog intersubjektif, sehingga pembaruan hukum 
ke depan menuntut dikembalikannya pengawasan yudisial yang independen 
guna menjamin kebebasan berserikat yang demokratis. 
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